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BUPATI LABUHANBATU SELATAN 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 
NOMOR 9 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA 
PERSEROAN TERBATAS BANK SUMATERA UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LABUHANBATU SELATAN, 

Menimbang  : a.  bahwa Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara merupakan Badan 
Usaha Milik Daerah yang turut berperan serta dan berkontribusi 
dibidang keuangan dan ekonomi serta mewujudkan pembangunan 
masyarakat dan daerah Provinsi Sumatera Utara; 

 b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat 
berperan serta dalam pengembangan dan pemajuan Perseroan 
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan cara 
penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal; 

 c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 21 
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan 
Terbatas Bank Sumatera Utara. 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); 

4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia          
Nomor 4724); 

SALINAN 
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5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Badan Usaha 
Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 6173); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 

dan 

BUPATI LABUHANBATU SELATAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL 
DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SUMATERA UTARA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

6. Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat PT. Bank 
Sumut adalah Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara. 

7. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi jangka panjang yang bersifat permanen 
yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk 
diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah. 
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8. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka 
panjang kepada PT. Bank Sumut yang bersifat permanen yang bertujuan untuk 
dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak 
ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
dan pendapatan daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

10. Jasa Giro Pemerintah Daerah adalah bunga atas dana yang disimpan Pemerintah 
Daerah berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku. 

11. Surat Perintah Pencairan Dana adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat 
Perintah Membayar. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2  

(1) Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat permodalan  PT. Bank 
Sumut dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi 
serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah. 

(2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan meningkatkan produktifitas dan kinerja PT. 
Bank Sumut yang efektif, efisien, sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian keuntungan yang diperolehnya 
guna menunjang pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

BAB III 
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH 

Bagian Kesatu 
Penyertaan Modal Daerah 

Pasal 3 

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Sumut sebesar Rp. 
15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). 

Pasal 4 

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah sebesar                           
Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sumut. 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. 
Bank Sumut sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang akan 
dipenuhi sampai dengan tahun 2023. 

(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dengan rincian sebagai berikut: 

a. sebesar Rp. 1. 760.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus 
ribu rupiah) untuk Tahun Anggaran 2019; 

b. sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk Tahun Anggaran 2020; 
c. sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk Tahun Anggaran 2021; 
d. sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk Tahun Anggaran 2022; 
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e. sebesar Rp. 2.239.900.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta 
sembilan ratus ribu rupiah) untuk Tahun Anggaran 2023. 

(3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 6 

Dalam hal Penambahan Penyertaan Modal pada Tahun berkenaan dengan rincian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi maka penyetoran sisa 
penambahan penyertaan modal diakumulasikan pada Tahun Anggaran berikutnya. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 19 Desember 2019 

BUPATI LABUHANBATU SELATAN, 

ttd, 

WILDAN ASWAN TANJUNG 

Diundangkan di Kotapinang 
pada tanggal 19 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, 

ttd, 

ZULKIFLI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 9  
SERI D NOMOR 09 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, 
PROVINSI SUMATERA UTARA: (9/235/2019) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd, 

 Y. ARIFIN, SH 
NIP. 19810112 201101 1 003 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 
NOMOR 9 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA 
PERSEROAN TERBATAS BANK SUMATERA UTARA 

 
(1) UMUM 
 

Sebagai negara penganut konsep negara kesejahteraan (welfare state), maka 
Badan Usaha Milik Daerah tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan 
(fungsi profitisasi), akan tetapi yang juga memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat 
(fungsi sosial). Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai 
pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan perekonomian, dan merupakan salah 

satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sumut dimaksudkan untuk 
mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial. 

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, 
perlu menambah sumber pendapatan daerah melalui penambahan penyertaan modal 
pemerintah daerah.  

 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 09 

 


